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TENTANG

ZIN PENYELENGGARAAN PERDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) ASY-SYIR'AH
DESA SUKARAJA KULON KECAMATAN JATIWANG| KABLUIPATEN MAJALENGEA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Merimbarng
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bahwa memperhatikan surat kepala Taman Kanak-Fannk {TH) ASY-SY1R'AH
(resa Sukargja Kulon Hecamalan Jatiwangi Habupalen Majalengka MNomor
OTE.AsyNi016 fanggal 25 Janwad 2016 pedhal Permohonan
Perpanjangan lzin Operasional, surat Rexomendasi Kepala UPTD Perdidikan
Kecamatan Jafwangi Nomor 421 10027_LPTD Pend langgal 3 Pebrzan 2016
don berdasarkan hasil veslikesi pada tanggal 2 Mamt 2016 yang
dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
(PALD) Dinas Pendidivan Kabupaten Maiglengka.

b. hahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan seswal dengan keteniuan
Fasal 62 Undang-Lindang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sislem Pendidikan
Nasional, dipandang perfu diterbitkan irin penyelenggarasn Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak {TK) ASY-SYIR'AH Desa Sukargja
Fulen Kecamatan Jatwangi Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majakengka,

Kengingat o1 Undang-Undang Momor 14 Tahun 19503 tentang Pernbentukan Daerah-

: Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jaws Barat (Benta Negara
Republik Indonesta Tahun 1550), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 lenlang Pembeniukan Kabupaten Purwakara
dan Kabupaten Subang dengan mengubahk Undang-Uindang Nomor 14 Tahun
1950 tenfang Fembentukan Doerah-Daerah ¥abopalen [alam Lingkungan
Provinsi Jawa Baral (Lesnbaran Negara Republik Indocesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembzran Megara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Momor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Masional
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2003 Momor 7B, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik [ndonesia Nomoe 4301)

3. Undang-Urdang MNomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemesintzhan Daerah
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan
Lembargn Megam Republik ndonesia Momor 4437) sebagaimana iedah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Momaor 12 tahun 2008
Tertang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Momor 32 tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 5% Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Momor 48447
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perdmbangan Keuangan
anlara Pemerintah Pusal dan Pemerintah Daerah (Lembaran Hegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Momor 126, Tambahan Lembaran Negama Republik
Indonesia Nomar £4.38];

Peraturan Pemerntah Momor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Masional
Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41
Tambahan Lembaran Negara Repubdil: Indonesia Nomae 449G), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerinlah Momor 32 Tahun 2013 lentang
Perubahian Atas Pemaluran Pemednlah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang
Standar Masional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Momor 71, Tambahan Lembaran MNegama Republk Indonesia
Nomer 54900;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentarg Pembagian Urusan
Pemerntah aniara Pemerintah, Pemerintah Daerh Provinsi dan Pemenntah
Kabipatentota (Lembaran Megarm Republik Indonesia  Tahun 2007
Homor 82, Tambaban Lembaran Nega:a Republik Indonesia Nomar 4737);

Pergturan Pemerintah Momor 41 Tahun 2007 Tentang Crganisasi Perangkal
Deergh (Lembaran Megam Repubfik Indonesia Tahun 2007 Nemor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republis Indonesia Nomaor 4750);

Peraluran Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
{Lembaran MNegara Repubfik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4654);

Peraturan Pemerintah Momor 17 Tahun 2010 Teniang Pengelolaan dan
Peryelenggaraar  Pendidikan  (Tambahan Lembaran MNegara  Republik
Indonesia Tahun 2010 Momer 23), sebagaimana felsh disbah dengan
Peraturan Pemerintah MNomoe B6 Tahun 2010 Tentarg Perubshan Alas
Paraturan Pemeriniah Momor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan

Penyelenggarsan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2010 MNomor 112, Tambahan Lembaran HWegara Republix  Indonesia
Momaor 5157

Peraturan Menter Pendidikan Nasional Repubiik indonesia Nomor 58 Tahun
2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republil Indonesia Nomor B1
Tahun 2013 Tentang Pendirian Satan Pendidikan Neonformal [Besita Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2013 Momer B77); sebagaimana lelah diubah
dengan Peraturan Menlen Pendidixan dan Kebudaysan Republike Indanesia
Momar B4 Tahun 2014 tentang Pendidan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
(Berita Negara Repubdik indonesia Tahun 2014 Nomer 1279)

Peraturan Daerah Kabupalen Majalengka Momor 2 Tahun 2008 Tentang
Urusan Pemernlah Daersh Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah

Kabupaten Majalenaka Tahun 2008 Nomar 2, Tambahan Lembaran Daerah
Momor 1);

Peraturan Daersh Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Organisasi Perangkal Dasemh Kabupalen Majalengka {lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Momor 10} sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011
Tentany Perubahan Atas Persturon Oaersh Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Omanisas) Peranagkat Deersh  Kabupaten Majalenqka (Lembamn Daerah
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MEMUTUSKAN

Memberikan izin penyelenggarasn Pendidikan Ansk Usia Dini {PAUD) Taman
Kanak-Kanak [TK) ASY-SYIR'AH Dess Sukaraja Kulon Kecamatan Jatiwang:
Kabupaten Majalengka denqgan kedentuan sebagal berkut :

1. Mentaati Peraluran Penendang-Undangan yanq berdaku;

2. Menpgunakan Kurkulum dan Metoda Pembelajaran yang sesuai dengan
ketentuan;

3. Menyampaikan laporan perkembangan sefiap bulan kepada Kepala Dinas
Pendidikan Kabupalen Majalengka;

lrin sehagaimana dimaksud dalam dikium KESATL berdaky selama memenuhi
kelentuan dan dievaluasi sefiap tahun, apabila (efjadi pelanggaran terhadap
xefenfuanckelenluan  pelaksansan penyelengaraan Taman ranak-Hanak (TK)
terseburt, maka izin penyelengqaraan Taman Kanak-Kanak (7K} ini akan dicabut.

Dengan berdakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupalen Majalengka Nomor 107 Taben 2013 tanogal 18 Juli 2013 dicabwt dan
dinyalakan fidak bedaku.

Keputusan ini beraku sejak tangga! ditetapkan dengan kelenfuan apabila
dikemudian har terdapat kekelimuan dan alau kesalahan d wlalamnya akan diadakan
perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya,

Ditelapkan di Majakengka
Pada Tanggal 43 feared 2075

Yth. Bupati Majaiengka:

¥th. Direktur Pembinaan PAUD Ditien PAUD dan DIKMAS Kemendikbud di Jakarta,
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provins Jawa Barat di Eandung;

Yif. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Jatwangi di Jaliwangi



